ABSTRAK

Isu utama yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah penumpukan perkara
tindak pidana dapat menghambat dalam pelaksanaan adminisrasi, sehingga sangat diperlukan
perubahan yang efektif dan realistis. Dengan berkembangnya zaman ilmu pengetahuan
teknologi informasi baru yang sesuai, Kejaksaan RI telah melakukan reformasi birokrasi
sebagai bentuk peningkatan kepercayaan masyarakat. Bahkan telah banyaknya kejahatan
yang telah ditangani dalam kurun waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi
informasi dapat mengurangi resiko kegagalan serta ketidakpastian kegiatan ini dilakukan
birokrasi agar dalam pelayanan yang akurat dan efisien dan dapat mengalami peningkatan
secara kualitas dan kuantitas.

Skripsi ini mengkaji dua masalah yaitu Apakah keberadaan CMS di Kejaksaan Negeri
Pamekasan dapat berfungsi secara efektif untuk mengontrol proses jalannya perkara tindak
pidana, dan bagaimana kendala yang dihadapi di Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam
menerapkan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan menerapkan kemajuan ilmu teknologi
dapat memberikan kemudahan dalam pengoperasian melakukan administrasi perkara sejak
diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) hingga tahap eksekusi.
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